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1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah
% 2. Pemerintah Kabupaten Badung

3. Pemerintah Kabupaten Boyolali
4, Pemerintah Kabupaten Lamongan
5. Pemerintah Kabupaten Purworejo
6. Pemerintah Kota Denpasar

Universitas

1. Institut Teknologi Bandung (ITB)

2. Universitas Paramadina

Lembaga ¢

1.

2.

@

Pemerintah Daerah @

- HAK@RDIA 2018

Harl Antl Korups| Sedunlia

Hakordia merupakan perayaan Hari Antikorupsi Sedunia yang
diperingati pada tanggal 9 Desember tiap tahunnya. Tahun ini,
KPK memperingati Hakordia pada tanggal 4-5 Desember
dengan menggabungkan rangkaian acara pemberantasan
korupsi secara bersamaan.

Rangkaian acara yang diselenggarakan di antaranya;

Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi
Lelang Barang Rampasan dan Gratifikasi
International Business Integrity Conference
Pameran Antikorupsi

Seminar Saya Perempuan Antikorupsi

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI)
Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM)

Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP)
Lembaga llmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI)

Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah (LKPP)
Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK)

Ombudsman Republik Indonesia

(ORI)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)

Festival Media Digital Pemerintah
Ajang Penghargaan LHKPN, Gratifikasi, Stand
Pameran

NOo UMD~

Sebagai bentuk implementasi, KPK turut mengundang
Kementerian, Lembaga, Pemda, Parpol, Swasta, dan Lembaga

Swadaya Masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada Hakordia
2018.

Hakordia perlu diselenggarakan KPK tiap tahunnya sebagai
ajang pertanggungjawaban KPK dan lembaga negara lainnya
kepada masyarakat Indonesia atas capaian kerja
pemberantasan korupsi yang dilakukan selama setahun.
Diharapkan dengan diselenggarakannya acara ini, masyarakat
dapat memperoleh pengetahuan baru seputar kerja
pemberantasan korupsi di Indonesia.



Kementerian Agama Republik Indonesia
Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia

Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Pariwisata Republaik Indonesia
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Kabupaten Badung
Pemerintah Kabupaten Boyolali
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Pemerintah Kabupaten Purworejo
Pemerintah Kota Denpasar

Institut Teknologi Bandung (ITB)
Universitas Paramadina

o

STAKEHOLDERS

Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI)

Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM)

Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)

Lembaga limu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK)

Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK)

¥

Kejaksaan Agung Republik

Indonesia

Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Udara

—

PAMERAN INOVASI i
ANTIKORUPSI

Di sepanjang selasar Birawa dan Binakarna, para pengunjung Hari
Antikorupsi Sedunia 2017 akan menyaksikan pameran inovasi dan aksi
memberantas korupsi dari instansi pemerintah, lembaga negara, badan
usaha milik negara (BUMN) dan lain-lain.

® Selasa-Rabu, 4-5 Desember 2018 | 08.00 — 17.00 WIB

& Hotel Bidakara, Jakarta

Kementerian @ '

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

© NOo Ok

Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia

10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

©

Aparat Penegak Hukum @ '
1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
\ 2.
5 " ‘ 3-

Kepolisian Negara Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia




NOMINASI KLOP PENERIMA
PENGHARGAAN SISTEM PENGENDALIAN .
GRATIFIKASI TERBAIK TAHUN 2018
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KEMENTERIAN LEMBAGA PEMDA BUMN/BUMD
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Kementerian . BPOM . Pemprov . Bank Mandiri
Kesehatan . OJK Jateng . PT Telkom
Kementerian . Badan . Pemkot . PT Bank
Keuangan Informasi Semarang Pembangunan
Kementerian Geospasial . Pemkab Jabar & Banten
Agama . BPJS Banyuasin . PT Bank
Kementerian Ketenaga- . Pemprov DKI Tabungan
Pertanian kerjaan . Pemkab Negara
Kementerian . BPJS Badung . PT Garuda

KKP Kesehatan Indonesia
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NOMINASI KLOP PENERIMA PENGHARGAAN

e PELAPORAN LHKPN TERBAIK T;
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Pemerintah Provinsi Jawa Tengah




08.00

Pendaftaran Peserta
Ruang Birawa 9

08.00 — 09.00 WIB ©

09.00

Pameran Anti Korupsi
Ruang Birawa-
Binakarna

09.00 — 17.00 WIB ®

14.00

Lelang Barang
Rampasan Negara
dan Gratifikasi

Ruang Birawa @
14.00 - 17.00 WIB ®

17.00

¢ JADWAL SELASA

4 DESEMBER 2018

@ 05.00
Pembukaan Hakordia 2018
9 Ruang Birawa

® 09.00 - 10.00 WIB
@ 10.15

Konferensi Nasional Pemberantasan
Korupsi 2018

¢ Ruang Birawa
® 10.15-13.00 WIB
# Sesi 1: Urgensi Sistem Integritas
Partai Politik

& Sesi 2: Implementasi Sistem Integritas
di Partai Politik
s Penutupan dan Penandatanganan
Komitmen

@ 14.00

International Business Integrity Conference
(IBIC)

® 14.00 - 16.00 WIB

# Sesi 1: Plenary: High Level Meeting
¢ Ruang Binakarna
# Sesi 2: Political Donation and Funding:
How The Business Deal with It2
¢ Ruang Bima

# Sesi 3: Anticorruption Measurement in
Business

. 9 Ruang Krisna - Bisma

'

PENUTUPAN HAKORDIA *

Di penghujung acara Hakordia, KPK menggabungkan 3 acara secara
bersamaan, yaitu pembacaan komitmen bersama IBIC 2018, ajang
penghargaan LHKPN & Gratifikasi bagi para KLOP di Indonesia, dan live music
anti-korupsi.

® Rabu, 5 Desember 2018 | 15.30 — 17.00 WIB

9 Birawa Ballroom
[

PENGHARGAAN SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI & LHKPN

Dalam rangka memberikan motivasi kepada Kementerian/Lembaga/Pemda
dalam menerapkan Sistem Pengendalian Gratifikasi (SPG) dan pelaporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu adanya apresiasi dan penghargaan
kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang sudah menerapkan SPG
dengan baik dan efektif. Juga pada KLOP yang patuh melaporkan LHKPN. KPK
berharap dengan adanya penghargaan, akan semakin banyak KLOP yang
terpacu dalam meningkatkan pelaporan gartifikasi dan LHKPN.

KRITERIA PENERIMA

\ SISTEM
| PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

Kelengkapan Perangkat SPG —
Komitmen, Aturan, UPG. P

Lovel Loporemy " e
poran). &7/} LHKPN

Inovasi sosialisasi internal,
eksternal dan proses
pelaporan, serta mutu
pengelolaan.

Kuantitas laporan gratifikasi.
Kualitas laporan.

Tingkat Kepatuhan.
Tingkat Ketepatan
Penyampaian.
Jumlah Waijib Lapor.

PENGHARGAAN




< FESTIVAL MEDIA DIGITAL
PEMERINTAH 2018

Merupakan sebuah momentum bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk
saling berbagi informasi, pengalaman dan semangat dalam mengemas
konten kreatif pada media digital untuk meningkatkan transparansi dan
partisipasi publik. Bentuk Festival Media Digital Pemerintah 2018 ini terdiri
dari pameran media dan panggung talkshow interaktif.

(O Rabu, 5 Desember 2018 | 08.00 — 16.00 WIB
<g> Auditorium Binakarna
Pameran Media

Kementerian Keuangan | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal | Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara | Pemprov Jawa
Barat | Pemprov Jawa Tengah | Pemprov DKI Jakarta.

Panggung Talkshow Interaktif

@® SESI1
Pengelolaan Media Digital Untuk Pelayanan & Partisipasi Publik
10.00 — 12.00 WIB

Dirjen Aplikasi Gubernur DKl Jakarta
Informatika Anies Baswedan*
Samuel Abrijani P.

Menteri Keuangan
Sri Mulyani

® SESI 2
Optimalisasi Media Digital Pemerintah untuk
Meraih Kepercaan dan Partisipasi Publik
13.30 — 15.30 WIB
Pembicara:
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi |
Praktisi Media Digital

Sesi 1:

Sesi 2:

Talkshow:

Perempuan Anti
Korupsi (SPAK)
Ruang Birawa @

09.00 — 15.00 WIB (D

EBE)
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Festival Media Digital Pemerintah
(Pameran & Talkshow)
9 Ruang Binakara
® 09.00 - 15.00 WIB

Pengalaman, Strategi dan Tantangan: Pengelolaan Media
Digital untuk Pelayanan Publik

Optimalisasi Media Digital Pemerintah untuk meraih
Kepercayaan dan Partisipasi Publik

Saya,
Pameran Anti

Korupsi

¥ Ruang Birawa
® 09.00 - 15.00 WIB

INTERNATIONAL BUSINESS INTEGRITY
CONFERENCE (IBIC)

® 09.00 -15.00 WIB

9 Ruang Bima Sesi 4: Anticorruption Guideline for Business: From

Voluntary to Mandatory (API, KPK-CEK, ISO)
Sesi 6: Digital Start-up Contribution to Build Public Integrity

Ruang Krisna- Sesi 5: Improving of Ease of Doing Business Through Public

Bisma

Engagement (NAC/ RAC)
Sesi 7: Improving Indonesia’s Investment Climate Through
Beneficial Ownership Transparency

Penutupan Hakordia

Ruang Birawa 9
15.30-17.30 wiB ©



KONFERENSI NASIONAL
PEMBERANTASAN KORUPSI

Penyelenggaraan KNPK ke-13 tahun 2018 kali ini mengusung tema
"Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia”, dalam
rangka mendukung pesta demokrasi yang berintegritas melalui
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif serentak tahun 2019.

Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) merupakan salah satu bentuk
upaya pencegahan korupsi di sektor politik dengan mendorong
Parpol untuk membangun seperangkat kebijokan standar integritas
yang kemudian harus dipatuhi oleh seluruh kader partai. Sistem ini
terdiri dari: Implementasi Kode Etik, Rekrutmen Kader yang
Berintegritas, Kaderisasi Partai yang Terbuka, Akuntabilitas Keuangan
Partai dan Demokrasi Internal Partai.

Dalam rangkaian acara ini, akan ada penandatanganan oleh seluruh
ketua Parpol sebagai bentuk komitmen dalam implementasi SIPP.

® Selasa, 4 Desember | 10.00 — 13.00 WIB &Birowa Ballroom

Urgensi Sistem Integritas Partai Politik

Ketua KPK RI Ketua DPR RI  Menteri Dalam Negeri
Agus Rahardjo  Bambang Soesatyo Tjahjo Kumolo

Implementasi Sistem Integritas Partai Politik

Pembicara: Penanggap:
16 Partai Politik ICW
di Indonesia LIPI

SAYA

P?N\N SEMINAR SPAK!

S\’ TALKSHOW DAN PELUNCURAN
GAMES SIDAKA (KORUPSI
DALAM PERKAWINAN ANAK)

Saya, Perempuan Antikorupsi (SPAK) merupakan perjuangan perempuan
untuk mewujudkan antikorupsi di berbagai lapisan dan ranah sistem
pemerintahan untuk mewujudkan perubahan positif dalam membebaskan
Indonesia bersih dari korupsi. Tahun ini, SPAK melakukan peluncuran
games SIDAKA dan akan dilanjutkan dengan “Etalase Perubahan.”

Etalase perubahan merupakan testimoni agen SPAK yang sudah
melakukan perubahan di lingkungan. Pada sesi ini, agen-agen SPAK
yang telah berhasil melalvi banyak rintangan untuk mewujudkan
perubahan, akan berbagi dan berdiskusi agar perubahan-perubahan ini
dapat terus bergulir.

(O Rabuy, 5 Desember 2018 | 09.00 — 12.00 WIB

<_9_'> Ruang Birawa

Pembicara

Wakil Ketua Menteri Menteri Menteri Kepolisian Rl
KPK RI Pendidikan dan Agama Rl Pemberdayaan
Basaria Kebudayaan Rl Lukman Hakim Perempuan dan
Pandjaitan  Muhadijir Effendy Anak RI

Yohana Susana Y.



6. Digital Start-up Contribution to Build Public Integrity
13.00 — 15.00 WIB | Ruang Bima

Komisioner ~ Kepala BKPM  CEO GOJEK Traveloka Tokopedia
KPK* Thomas Nadiem Ferry William
Saut Situmorang  Trikasih L. Makarim Unardi Tanuwijaya

7. Improving Indonesia’s Investment Climate Through Beneficial
Ownership Transparency
13.00 — 15.00 WIB | Ruang Krisna - Bisma

HM Revenug

Komisioner KPK* OJK PPATK Plt. Dirjen AHU Her Majesty’s
Alexander Wimboh Kiagus Kemenkumham Revenue and
Marwata Santoso Ahmad B. Cahyo Rahadian  Customs, UK

David James

8. Closing Ceremony — Pembacaan Rekomendasi IBIC
15.30 — 18.00 WIB | Birawa Ballroom

* Keynote
Speaker

IH\
- \U/

. LELANG BARANG
RAMPASAN DAN GRATIFIKASI

Bekerja sama dengan Dirjen Kekayaan Negara Kanwil DKI Jakarta
(KPKNL Jakarta 1ll), Unit kerja Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi
KPK RI menyelenggarakan Lelang Barang Rampasan sebagai bentuk
kontribusi pengembalian uvang negara untuk kesejahteraan rakyat
Indonesia. Untuk ikut lelang barang rampasan dan gratifikasi ini cukup
daftarkan diri Anda melalui www.lelang.go.id. Informasi lebih lengkap
dapat diakses di www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

@ Selasa, 4 Desember | 14.00 — 16.00 WIB

9 Birawa Ballroom



INTERNATIONAL BUSINESS

INTEGRITY CONFERENCE
IBIC merupakan konferensi bertaraf internasional untuk mencegah korupsi
di sektor swasta. Konferensi tahun ini menampilkan diskusi tentang
bagaimana program kepatuhan internal, inisiatif antikorupsi, dan

langkah-langkah integritas lainnya dapat melindungi aset dan reputasi
perusahaan.

Tema [BIC 2018, “Saya ikutl Beraksi untuk Membangun Bisnis
Berintegritas”, akan berfokus pada cara-cara praktis di sektor swasta
sehingga para pelaku bisnis dapat memainkan peran aktif dalam inisiatif
pencegahan korupsi.

Selasa, 4 Desember 2018

1. Business Integrity in National Anticorruption Strategy
14.00 — 16.00 WIB | Ruang Binakarna

Ketua KPK RI*  Menteri Dalam ~ Menteri PAN Menteri Kepala KSP
Agus Rahardjo Negeri & RB Bappenas Moeldoko
Tjahjo Kumolo Syafruddin Bambang B.

2. Political Donation and Funding: How does the Business Deal with It?
14.00 — 16.00 WIB | Ruang Bima

Ketua DPR RI KPU OECD Koordinator ICW Pertamina Hulu
Bambang Arief Budiman Christine Adnan Topan Indonesia
Soesatyo* Uriarte Husodo Bambang

Manumayoso.

3. Anticorruption Measurement in Business (CPI, Survey Transparency
in Corporate Reporting, Lesson Learned)
14.00 — 16.00 WIB | Ruang Krisna - Bisma

Board of TI* Direktur Staff Ahli UGM Chair of Executive
Natalia Dikyanmas KPK  Bappenas DR. Rimawan Board TlI
Soebagjo  Giri Suprapdiono  Diani Sadia Felia Salim
Wati

Rabu, 5 Desember 2018

4. Anticorruption Guideline for Business: From Voluntary to Mandatory
09.00 — 12.00 WIB | Ruang Bima

Komisioner KPK* Komisioner Kepala SKK Kepala UK
Laode M. Syarif MACC Migas BSN Ministry
Datuk Sri Mohd Amien Bambang of Justice
Shukri Abdull Sunaryadi Prasetya

5. Improving of Ease of Doing Business Through Public Engagement
09.00 — 12.00 WIB | Ruang Kirsna - Bisma

Komisioner KPK* Ketua Kadin ICAC Deputi BKPM
Basaria Panjaitan Rosan P. Hongkong Farah Ratnadewi
Roeslani Indriani



